BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan



Mengingat :

1.

dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat Il Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014
Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 39);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

15. Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat daerah yang
memiliki tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan
program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan
usulan hibah atau Perangkat Daerah yang menangani

urusan bidang sosial untuk Bantuan Sosial.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
a. pemerintah pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah; dan/atau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

uang, barang, atau jasa.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program



dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

masyarakat.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memenuhi Kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan
mendesak sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran
sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf ¢ diatas dikecualikan
kepada pemerintah pusat dan kepada organisasi yang
dibentuk oleh pemerintah berdasarkan amanat peraturan
perundang- undangan, antara lain:

a. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

b. Praja Muda Karana (Pramuka);

c. Palang Merah Indonesia (PMI);
d

Korps Pegawai Negeri (Korpri);

@

Majelis Ulama Indonesia (MUI);

.—h

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); dan

g. organisasi lainnya.



3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 6

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan
kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah

yang bersangkutan.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam
rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah
Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan
lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; atau

c. yang  bersifat nirlaba, sukarela Dbersifat sosial

kemasyarakat berupa kelompok masyarakat/kesatuan



masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaanya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan
dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat

Daerah Terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d  diberikan kepada  organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-

undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:

a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;

b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa
setempat atau sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah dan/atau badan dan lembaga yang
berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah
Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program

dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi



urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3
(tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah
Daerah yang bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Permohonan Hibah diajukan kepada Bupati melalui kepala

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, yaitu:

a. bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah
raga melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga;

b. bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana melalui Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertanahan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

d. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan
bidang lingkungan hidup melalui Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

e. bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak melalui Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang
transmigrasi melalui Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja;

g. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. bidang perhubungan melalui Kepala Dinas Perhubungan;

i. bidang komunikasi dan informatika melalui Kepala Dinas
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Komunikasi dan Informatika;

J. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang
perdagangan melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dan Perdagangan;

k. bidang kelautan dan perikanan melalui kepala Dinas
Perikanan;

I. bidang kebudayaan dan bidang pariwisata melalui
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

m. bidang pangan dan bidang pertanian melalui Kepala
Dinas Pertanian dan Pangan;

Nn. bidang penanaman modal melalui Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

0. bidang keagamaan/peribadatan dan Kkesejahteraan
rakyat dan bidang lainnya yang tidak dilaksanakan oleh
dinas melalui Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh
Kepala Bagian sesuai tugas dan fungsinya; dan

p. Hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan
selain yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf o melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik.

(2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekaligus bertindak selaku pengelola belanja Hibah.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Penerima Hibah berupa wuang menyampaikan laporan
penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan

tembusan Kepala Perangkat Daerah.

(2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan
laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Perangkat
Daerah Terkait.
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8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 26

Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a,
terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang direncanakan dan vyang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

Bantuan Sosial Yang Direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan

besarannya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan Sosial Yang Direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima

dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima
puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan

usulan dari calon penerima.

Bantuan Sosial Yang Direncanakan atas usulan kepala

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dengan ketentuan:

a. calon penerima Bantuan Sosial terdaftar dalam database
masyarakat miskin Daerabh;

b. tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan
usulan tertulis kepada Bupati; dan

c. untuk calon penerima diluar database sebagaimana
dimaksud pada huruf a. dapat diusulkan setelah
dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas sosial pada
Perangkat Daerah Terkait dengan diketahui Kkepala

desa/lurah dan camat setempat.



(6)

-12 -

Tata cara pengajuan usulan kepala Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah Terkait melakukan verifikasi
data dan apabila diperlukan dapat melakukan verifikasi
lanjutan terhadap calon penerima;

b. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a Kepala Perangkat Daerah Terkait menyampaikan
usulan dan rekomendasi kepada TAPD;

c. TAPD memberikan pertimbangan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerabh;

d. Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf
c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua
TAPD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku wakil ketua
TAPD, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku sekretaris
TAPD dan Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;

e. Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf
d dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima
bantuan sosial oleh Kepala Perangkat Daerabh;

f. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf e
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja
Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS; dan

g. Pencantuman alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial
sebagaimana  dimaksud pada huruf f harus
mencantumkan nama dan alamat calon penerima

Bantuan Sosial.

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang

bersangkutan.



-13 -

(8) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 39

Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan
laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui

kepala Perangkat Daerah Terkait dan kepada PPKD.

Laporan penggunaan Bantuan Sosial bagi individu, keluarga
sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) dilakukan

oleh pengampu/kepala desa/lurah yang bersangkutan.

Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri bukti pertanggungjawaban yang

lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan
laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui

Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Kepala Perangkat Daerah Terkait menyiapkan format dan
menghimpun laporan penggunaan Bantuan  Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
PARIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



